 SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

762 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANGGUNGDUWET KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara,
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Panggungduwet Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
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Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor



Menetapkan
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KEDUA
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66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor  476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan  Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANGGUNGDUWET KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
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perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGGUNGDUWET,

ttd

( ALI SODIQ)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUP NI
,.{:,\5! Eigan Hukum,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 762/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

SALINAN

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANGGUNGDUWET KECAMATAN

KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANGGUNGDUWET KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

A.Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

TAHUN 2020

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | MARKE £ (?ISN PANGGUNGDREJO RT 01 RW
o | rvi 5 ODISN PANGGUNGDREJO RT 04 RW

B.Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATENI L | DSN KRAJAN RT 01 RW 05
2 | suramTo " ODQSN PANGGUNGDREJO RT 01 RW

C.Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MESENI WIJAYA L | DSN KRAJAN RT 03 RW 04
2. | JAMAN L | DSN KRAJAN RT 03 RW 04
D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | EKO ABDUL KALIM L | DSN KRAJAN RT 04 RW 04
2. | SUNARDIANTO L | DSN KRAJAN RT 02 RW 04
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MULYONO L | DSN KRAJAN RT 03 RW 05
2. | SULASTRI P | DSN KRAJAN RT 02 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ANISAPUAH > | DSN PANGGUNGWALUH RT 01
| 7 |RWO6
DSN PANGGUNGWALUH RT 03
2. | ANTOK L | PoNE

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
DSN PANGGUNGWALUH RT 05
1. | MUJITO L | pw o7
2. | PURWANTO L g\?vNOP;ANGGUNGWALUH RT 05

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGGUNGDUWET

ttd

( ALI SODIQ)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepakf S uli Be ﬁ&n Hukum,
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

767 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PAKISAJI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Pakisaji Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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KESATU

KEDUA
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2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I11/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISAJI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
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Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKISAJI

ttd

( EKO NOVRYANTO)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISAJI DI

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 767/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KADEMANGAN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

KECAMATAN KADEMANGAN

TAHUN 2020

No. NAMA L/P ALAMAT
SUYATIN L | DSN. KRAJAN RT 02/01
2. | MULYONO L | DSN. KRAJAN RT 05/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No. NAMA L/P ALAMAT
RONI L | DSN. KRAJAN RT 05/02
2. | SUKAJI L | DSN. KRAJAN RT 02/02
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3
No. NAMA L/P ALAMAT
SUHADI L | DSN. KRAJAN RT 02/02
2. | DAYATNO L | DSN. KRAJAN RT 05/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BEKUH L DSN. BOTO RT 05/03
2. | TEMON L | DSN. BOTO RT 03/03

DESA PAKISAJI
KABUPATEN
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUKRO L | DSN. BOTO RT 05/03
2. | TOERAN L | DSN. BOTO RT 02/03

Salinan sesuai dengan aslinya
RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKISAJI

( EKO NOVRYANTO )



SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

761/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
MARON KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66 /PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan



-5-

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang - undangan;

KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARON

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya (SULISTYAWATI)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABOPATEN BLITAR




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:761/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON
KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No. NAMA L/P ALAMAT
1. PURWANTO L | DSN KRAJAN RT 01 RW 01
TUKIMAN L | DSN KRAJAN RT 01 RW 03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUKAIJI L | DSN KAMPUNG TENGAH RT 01 RW 06
SUTRISNO A.R. L | DSN KAMPUNG TENGAH RT 01 RW 06

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No. NAMA L/P ALAMAT
1. [supoto L | DSN KRAJAN RT 02 RW 03 -
2. | KARII L | DSN KAMPUNG TENGAH RT 01 RW 05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

HARIYANTO

L | DSN KAMPUNG TENGAH RT 01 RW 06

KATIRIN

DSN KAMPUNG TENGAH RT 02 RW 05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.

NAMA

L/P ALAMAT

|

MAMAN HANAF|

L | DSN KAMPUNG TENGAH RT 04 RW 07




| 2. [ SUKARII | | DSN KAMPUNG TENGAH RT 02 RW 05

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUJIONO L | DSN KRAJAN RT 02 RW 02
2. | SUCIPTO DSN KAMPUNG TENGAH RT 01 RW 06

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SULAIMAN L | DSN JATIREIO RT 01 RW 09
2. | SLAMET L | DSN KRAJAN RT 03 RW 01

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | YAPIN EDI ARIPIN L | DSN JATIREJO RT 01 RW 11
2. | LAMIRAN L | DSN JATIREJO RT 03 RW 11

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TEMUANTO L | DSN JATIREJO RT 01 RW 12
SUMARLEN L | DSN KRAJAN RT 02 RW 02

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARON

ttd

(SULISTYAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 759/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan Kademangan
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;



Mengingat

1.

-2-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
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Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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5. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar



Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KADEMANGAN,

ttd

( DWI TRISNAWATI )

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 759/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN

SUARA DI

KELURAHAN

KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN

KABUPATEN BLITAR UNTUK

PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KADEMANGAN DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

e NAMA L/P ALAMAT
1 | SUHARDI L LINGKUNGAN JATEN 002 |001
B FMSDCI_II{LHS‘YI\?G’IBS ggO%HUHAA L LINGKUNGAN JATEN 001 (001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | MIFTAHUDIN L LINGKUNGAN JATEN 002 {001
2 | SUBKHAN ABROR L LINGKUNGAN JATEN 003 |001
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | MOCH. BADRUS SHOLEH L | LINGKUNGAN JATEN 004 |001
2 | CANDRA ADI PAMUNGKAS L | LINGKUNGAN JATEN 004 |001
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No. NAMA L/P ALAMAT

ERIK PRISTIAWAN P.

L

LINGKUNGAN KRAJAN

002

002

JOKO CONDRO SUKMA
WIDHIANTORO

L

LINGKUNGAN KRAJAN

002
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No. NAMA L/p ALAMAT
1 | ANTHONY YOGA PRASETYA L JL. ARJUNO NO 41 003 | 002
2 | YUANGGA ATMAWAN L LINGKUNGAN KRAJAN 003 002
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | SUPRIONO L |JLN. NAKULA LINGK. KRAJAN |002 005
2 | EKO WAHYUDIANTO L | LINGKUNGAN JATEN 005 |002
G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | SEPTIAN DWI PRASETYO L LINGKUNGAN KRAJAN 003 }003
2 | DAFID IRAWAN L LINGKUNGAN KRAJAN 002 [003
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | ADI WIYONO L JL. SENTIAKI 004 |[003
2 | TRIO JOKO LEKSONO L JL. SENTIAKI 17 004 | 003
I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | DIDIT EVIANTO L LINGKUNGAN KADEMANGAN 002 |004
2 | MOCH SYUKRONUDIN AL L |LINGKUNGAN KADEMANGAN  |002 |004

GOZALI

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | IMAM SAFTI L LINGKUNGAN JATISARI 002 007
2 | M. ZAPMUDDIN MARWIN L JL. TRISULA 005 | 004
K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No. NAMA L/P ALAMAT
1 | HALLAY EKO NUGROHO L | LINGKUNGAN KRAJAN 002 |005
2 | MOH TAMAM SYAFII L |JLN ASRI LINGK. JATISARI 001 {006
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L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No. NAMA L/P ALAMAT
ZAENAL ABIDIN L LINGKUNGAN KADEMANGAN 001 |006
2 | EDI PURNOMO L JL. ABIMANYU 005 |005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No. NAMA L/ P ALAMAT
1 | MOCH. SULTON
NURHIDAYAT L LK. JATISARI / JL. MANGGAR 003 | 006

2 | WAHYUDI MAHMUDIN L JLN. ASRI LINGK. JATISARI 001 | 006

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No. NAMA L/P ALAMAT
SAIFUL ARIF L JL. MANGGAR 003 | 006
2 | SATRIYO ADI WIBOWO L LINGKUNGAN JATISARI 002 | 007

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No. NAMA L/P ALAMAT
IMAM MUHROJI L LINGKUNGAN JATISARI 004 | 007
2 | MOH IMRON SODIK L LINGKUNGAN JATISARI 003 | 007

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KADEMANGAN,

ttd
( DWI TRISNAWATI )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

760/PP.04.2-Kpt/3505 /KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KEBONSARI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara,;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Kebonsari Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan



.

Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONSARI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEBONSARI,

ttd

(NOVENDHA PRIANDHIKA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

7R
i . .&

S5l Baxxan HUkum,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:760/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONSARI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONSARI
DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)
No. NAMA L/P ALAMAT
GIMAN SUGIANTO L | ILIK-ILIK RT 02 RW 02
2. | KASIM L | ILIK-ILIK RT 03 RW 01
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
HENDRIK CAHYONO L | ILIK-ILIK RT 04 RW 02
2. | MARSIS L | ILIK-ILIK RT 0S5 RW 01
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
TRIAWAN L | KRAJAN RT 02 RW 01
2. | KASIRIN L | KRAJAN RT 03 RW 01
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
SISWANTO L | KRAJAN RT 03 RW 01

JARMAN

L | GENTUNGAN RT 01 RW 01
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E. Tenipat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HARIS SISWANTO L | GENTUNGAN RT 03 RW 01 |
2. | YAHMIN PRATAMA L | GENTUNGAN RT 02 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
PRENDI SANTOSO L | RINGIN REJO RT 01 RW 01
2. | BAMBANG ARTIONO L | RINGIN REJO RT 03 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUPRAPTO L | PAKEL RT 02 RW 01
2. | DIDIK TRIONO L | PAKEL RT 03 RW 01

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONSARI,

ttd

(NOVENDHA PRIANDHIKA)
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRE KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 758/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

JIMBE KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Jimbe Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIMBE
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JIMBE,

ttd

(DEBI BUNGA NOVITASARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI

AT KOMISI PEMILIHAN UMUM




PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIMBE DI

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 758/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
DESA JIMBE
KABUPATEN

PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN KADEMANGAN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

DI

BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

KECAMATAN KADEMANGAN

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TRIAS ANDI K L | DS. JIMBE
2. | EDY HARIANI FARID L | DS. JIMBE
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAIFUL ARIF L | DS. JIMBE
2. | DENI AZISTA L | DS. JIMBE
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
SHOLIKIN L |DS. JIMBE
2. | SAMSUL ARIFIN L | DS. JIMBE
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SLAMET RIYANTO L | DS. JIMBE
2. | RUDI SETIAWAN L | DS. JIMBE




No. NAMA L/P ALAMAT
YULIANTO L | DS. JIMBE -
2. | IMAM SYAFII L | DS. JIMBE

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
|

No. NAMA L/P ALAMAT
ZAINAL ARIFIN L | DS. JIMBE
2. | YOGA RAGIL A L | DS. JIMBE

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
ANDIK SUSILO L |DS. JIMBE
2. | EKO PUJI PURNOMO L |DS.JIMBE

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TOLU SUSANTO L | DS. JIMBE
2. | MARIONO L | DS. JIMBE

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JIMBE,

ttd

(DEBI BUNGA NOVITASARI)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
S Bagian Hukum,




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 757/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

DAWUHAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara,;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Dawuhan Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor "1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

" Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUHAN
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan




-5.-

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUHAN,

Ttd.
IMAM NURSAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 757/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab, X1/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUHAN
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUHAN
DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
MESAJI L | DAWUHAN RT 3/1
2. | GIMAN HADI S L | DAWUHAN RT 3/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAMSI L | DAWUHANRT 1/2
2. | BEDJO L | DAWUHAN RT 1/2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT

IMAM BUKHORI L | DAWUHANRT 1/3

2. | ANDI PRASETYO L | DAWUHAN RT 2/3




D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WIJIONO L | DAWUHAN RT 1/4
2. | JANAR L | DAWUHAN RT 2/4
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BASUKI L | DAWUHAN RT 3/3
2. | DURIANTO L | DAWUHAN RT 3/3
F. Tempat Pemungutan Suara {TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT
ASMANI L | GOGOURUNG RT 1/6
2. | YUNUS HABIBI L | GOGOURUNG RT 3/5

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
RAJIANTO L | DAWUHAN RT 3/3
2. | SARJI L | DAWUHAN RT 3/3
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
FERI AGUS C L | DAWUHAN RT 3/4
2. | SANDEG B. ENCON L | DAWUHAN RT 3/4




. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PAIJAN ROFIK L |JAMBANGAN RT 3/7
2. | EKO SUGIANTO L | JAMBANGAN RT 3/7

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)
No. NAMA L/P ALAMAT
MUHADI L | MIDODAREN RT 1/8
2. | GATOT L | MIDODAREN RT 1/8

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
PURNOMO L | MIDODAREN RT 3/8
2. | SUPARNI L | MIDODAREN RT 3/8

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUDJIANTO L | MIDODAREN RT 1/9
2. | SOGI HANTORO L | MIDODAREN RT 3/9

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13}

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATIRAN L | KALIANDONG RT 3/11
2. | PARDI L | KALIANDONG RT 2/11




N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No. NAMA L/P ALAMAT
ABU L | KALIANDONG RT 1/10
2. | SUWOKO L | KALIANDONG RT 1/10

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No. NAMA L/P ALAMAT
SAKIDI L | KLANGKAPAN RT 1/12
2. | WAKIJO L | KLANGKAPAN RT 2/12

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUHAN,
Ttd.

IMAM NURSAID




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 755/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BENDOSARI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun



Mengingat

1.

2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
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Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019




Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/1I/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/Ii/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
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ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT . Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020

sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOSARI

Ttd.
(EDO BAGUS SAPUTRA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:. 755/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA BENDOSARI DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. TempatPemungutanSuara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUKIDI L | DSN.NGGERO RT 02 RW 04
2. | SUTRISNO L | DSN.NGGERORT 02 RW 03

B. TempatPemungutanSuara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PURNOMO L | DSN.NGGERORT 05 RW 03
2. | KARYONO L | DSN.NGGERO RT 04 RW 03

C. TempatPemungutanSuara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
EDI SUKAMTO L | DSN.KRAJANRT 01 RW 01
2. | SUNARDI L | DSN.KRAJANRT 03 RW 01

D. TempatPemungutanSuara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | EDI SUPRAPTO L | DSN.KRAJAN RT 05 RW 02
2. | SUWARNO L | DSN.KRAJAN RT 04 RW 02
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E. TempatPemungutanSuara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | GIANTO L | DSN KORIPAN RT 05 RW 05
2. | NURHADI MA'SUM L | DSN.KORIPAN RT 02 RW 05

F. TempatPemungutanSuara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUJIRAN L | DSN.KORIPAN RT 04 RW 06
2. | DONI ADITIYAWAN L | DSN.KORIPAN RT 03 RW 06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOSARI

ttd .

(EDO BAGUS SAPUTRA)
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




 SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 756/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemillhan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan
Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi



Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARUNGAN KECAMATAN
KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)



bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan

tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DARUNGAN

ttd

(SYAIFUDIN ZUHRI)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR
NOMOR:756/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARUNGAN
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA DARUNGAN DI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1), Rumah Ibu SUPATMI RT.01 RW.01

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NOHAN L | DSN. DARUNGAN RT 04 RW 02
MULYONO L | DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2),Rumah Bpk MARYOTO RT. 04 RW. 01

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

RUDIANTO

L | DSN. DARUNGAN RT 03 RW 01

MARYONO

L | DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3), Rumah Ibu SUDARMI RT. 01 RW. 02

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HARIYADI L | DSN. DARUNGAN RT 02 RW 02
PONIRAN L | DSN. DARUNGAN RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4), Rumah Bpk PARNOTO RT.04 RW.02

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUNTOYO L | DSN. DARUNGAN RT 04 RW 02
MUHAMAD AMIN L | DSN. DARUNGAN RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5) RMH (almh) IBU KATIYAH RT.01 RW.03

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BUDIONO L | DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
IMAM SAYUTI L | DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6), RMH Bp. SUTOYO RT.02 RW.03

No.

NAMA

L/P ALAMAT

L

SUKADJI

L | DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03

2,

EDI SUTRISNO

L | DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03




G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7),GARASI H. SUWARNO RT.03 RW.03

No. NAMA L/P ALAMAT
1 PURWANTO L | DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
o | IMAM MUJAROT L | DSN. DARUNGAN RT 03 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8) RMH Bp. H. EKO RT.01 RW.04

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUPRIONO L | DSN. DARUNGAN RT 02 RW 04
2 SISWOYO L | DSN. DARUNGAN RT 01 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9) RMH IBU YUYUN RT.04 RW.04

No. NAMA L/P ALAMAT
1 YATENO L | DSN. DARUNGAN RT 03 RW 04
5. | MARYADI L | DSN. DARUNGAN RT 04 RW 04

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DARUNGAN

Ttd.

SYAIFUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM




' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

763/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Plosorejo
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Mengingat

-2-

Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi



=8

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019




Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

= Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥*)
PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Plosorejo Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga




-5.-

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PLOSOREJO

ttd

(MULYADI)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB LITAR
ian Hukum,




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:763/PP.04.2-Kpt/ 3505/ KPU-Kab/XI/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) PLOSOREJO DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P | ALAMAT
1. | SUWIJI L PLOSOREJO RT 01 RW 01
2. | HERU SUPRAYITNO L PLOSOREJO RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P | ALAMAT
1. | MUJIAMAN L PLOSOREJO RT 02 RW 02
2. | RIANTO L PLOSOREJO RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.| NAMA L/P | ALAMAT
1. | ANTOYO L PLOSOREJO RT 03 RW 02
2. | BAGAS TETUKO L PLOSOREJO RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)



No. | NAMA L/P | ALAMAT
1. | ARIYAN L PLOSOREJO RT 03 RW 03
2. | MOH. ULIL L PLOSOREJO RT 03 RW 03

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. | NAMA L/P | ALAMAT
1. | HADI SUPARMIN L PLOSOREJO RT 02 RW 04
2. | SARNI L PLOSOREJO RT 02 RW 04

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. | NAMA L/P | ALAMAT
1. [ ALEX WIJAKSONO L PLOSOREJO RT 03 RW 05
2. | BAMBANG MUJIANTO L PLOSOREJO RT 03 RW 05

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P | ALAMAT
1. | EKO WAHYUDI L PLOSOREJO RT 04 RW 01
2. | ROHANA ROIF L PLOSOREJO RT 04 RW 01

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P | ALAMAT
1. | HENRI SANTOSO L PLOSOREJO RT 02 RW 06
2. | SLAMET RIADI L PLOSOREJO RT 04 RW 06

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P | ALAMAT
1. | RUBANGI L PLOSOREJO RT 02 RW 07
2. | SUDARIYANTO L PLOSOREJO RT 02 RW 07

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.

NAMA

L/P

ALAMAT




1. | SUTRISNO

PLOSOREJO RT 02 RW 08

2. | SUWARNO

PLOSOREJO RT 02 RW 08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. | NAMA L/P | ALAMAT

1. | HANDOKO L PLOSOREJO RT 02 RW 09

2. | HARTONO L PLOSOREJO RT 02 RW 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No. NAMA L/P | ALAMAT

1. | MARSUNU L PLOSOREJO RT 01 RW 10

2. | KATELAN RIYANTO L PLOSOREJO RT 01 RW 10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

'No. NAMA L/P | ALAMAT

1. | FERNAWAN L PLOSOREJO RT 04 RW 10

2. | BUDI SANTOSO L PLOSOREJO RT 04 RW 10

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)PLOSOREJO

ttd
(MULYADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 766 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN

KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Plumpungrejo
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati




Mengingat

1.

-2-

Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
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Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemililhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/1I/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Plumpungrejo Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
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ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PLUMPUNGREJO

ttd

MUHAMMAD ZAMROJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
2 BLITAR




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 766/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) PLUMPUNGREJO DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SANTOSO L | Dusun Soko Rt. 03 Rw. 01
2. | EKO WAHYUDIONO L | Dusun Soko Rt. 01 Rw. 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | EDY KRISBIANTORO L | Dusun Soko Rt. 03 Rw. 02
2. | MOH. ZAENAL ARIFIN L | Dusun Soko Rt. 01 Rw. 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WINARTO L | Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 02
2. | EDI SUSANTO L | Dusun Tenggong Rt. 03 Rw. 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ARIS WIBOWO L | Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 02
2. | TAUFIK L | Dusun Plumpungrejo Rt. 01 Rw. 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | CHAMIM MAHDUM L | Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 01
2. | MOHAMMAD ZAINURI L | Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 02




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA

L/P ALAMAT ’

1. | MISKAM

L | Dusun Precet Rt. 03 Rw. 01

2. | IMAM KUDHORI

L | Dusun Precet Rt. 03 Rw. 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | M. SAROKI L | Dusun Precet Rt. 04 Rw. 02
2. | SAERQJI L | Dusun Precet Rt. 04 Rw. 02

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PLUMPUNGREJO

ttd

MUHAMMAD ZAMROJI




 SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 764 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;



Mengingat

«D =

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
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Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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8. Keputusan Komisi Pemililhan Umum  Nomor
66 /PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOWINANGUN
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun



-5-

2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA . Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beriaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOWINANGUN,

ttd

(NUR MUT MA’INAH)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 764 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN
REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

SUARA DI

No. NAMA L/P ALAMAT
MUHAMAD SAEPURI L [RTO1 RWO1
2. | SISWANTO L |RTO1 RWO1
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2
No. NAMA L/P ALAMAT
BUDISARI L |RT 04 RW 01
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3
No. NAMA L/P ALAMAT
SUPRAPTO L | RT 03 RW 02
2. | DWI SUPRAYITNO L | RT 03 RW 02
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4
No. NAMA L/P ALAMAT
RIZA RESNU RAHMANTO L | RT 04 RW 01
2. | AGUSTIAN REDY IRWANTO L

RT 02 RW 02
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No. NAMA

L/P ALAMAT

SUTRISNO

L | RT 03 RW 04

2. | EKO WIDODO

L | RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No. NAMA

L/P ALAMAT

ANDIK SUSILO

L | RT 02 RW 04

2. | KARYONO

L | RT 02 RW 04

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOWINANGUN,

ttd

(NUR MUT MA’INAH)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

765/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUMBERJATI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Sumberjati Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019




Menetapkan

KESATU

KEDUA
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(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan  Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJATI
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJATI

(SUWANDI IBRAHIM)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 765/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJATI

KECAMATAN KADEMANGAN

SALINAN

KABUPATEN

BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUMBERJATI DI KECAMATAN KADEMANGAN

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

. Tempat Pemungutan Suara (TPS

1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MOH SYAMSURI EFENDI L géJSUN RINGINANOM RT 02 RW
2. | PUTUT PUJIONO L ([))SUSUN RINGINANOM RT 04 RW
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
o, NAMA L/P ALAMAT
1. | AGUS SUSANTO L (]?:JSUN RINGINANOM RT 04 RW
2. | AMINUDIN THOYIB L OD‘:JSUN RINGINANOM RT 04 RW
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
L NAMA L/P ALAMAT
1. | PRIYO EDY TRIYONO L SBSUN RINGINANOM RT 01 RW
2. | SAIFUL HUDA L ([));JSUN RINGINANOM RT 02 RW
. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUGENG HARIADI L ([));JSUN SUMBERJATI RT 04 RW

2. | NURUL HUDA

DUSUN SUMBERJATI RT 02 RW
01




E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

L2 NAMA L/P ALAMAT
1. | SUMARYOTO L OD;JSUN SUMBERJATI RT 01 RW
2. | SUTRISNO L ([))QUSUN SUMBERJATI RT 01 RW
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6) -
Ll NAMA L/P ALAMAT
1. | EDI SANTOSO L (I_)):;JSUN SUMBERJATI RT 03 RW
2. | EDI SUBOWO L 0D;JSUN SUMBERJATI RT 03 RW
G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BIBIT SANTOSO L ([)):;SN TUMPAKWARU RT 02 RW
2. | MUHAMMAD KHOIRULH | L &SN TUMPAKWARU RT 02 RW
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
He, NAMA L/P ALAMAT
1. | KATAM SUSANTO L (];)?)SN TUMPAKWARU RT 03 RW
2. | MESKAN L g?’SN TUMPAKWARU RT 03 RW

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJATI

ttd

(SUWANDI IBRAHIM)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 768/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SUMBERJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan




e

Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor  476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
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Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang - undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERJO,

ttd

(YENI RIANTI)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKREIARJAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:768/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

SUMBERJO DI KECAMATAN KADEMANGAN

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No. NAMA L/P ALAMAT
BUDI HARYANTO L | DSN KRAJAN 001/001
2. | HANDOKO L | DSN KRAJAN 001/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No. NAMA L/P ALAMAT
ANDI SAPUTRO L | DSN KRAJAN 002/003

2. | HERDIK AGUS
PRASETYO L | DSN TUMPAKPURI 001/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MARWAN L | DSN SUMBERTUK 002/001
ANDRIAS LUFIAN L | DSN KRAJAN 002/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BUDI SANTOSO L | DSN TUMPAKPURI 002/002
MARSAM L | DSN TUMPAKPURI 002/001
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUDARMAMI L | DSN KRAJAN 002/005
SUWANDI L | DSN KRAJAN 001/006
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | YUNUS L | DSN SUMBERTUK 002/002
BOIMIN L | DSN KRAJAN 003/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUMARI L | DSN SUMBERTUK 002/006
SUNAN L | DSN TUMPAKPURI 001/003
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PANIRIN L | DSN SUMBERTUK 002/007
RUSEMAN L | DSN TUMPAKPURI 001/002

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJO,

ttd

(YENI RIANTI)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 769/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI1/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

SURUHWADANG KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia
Pemungutan Suara;

b. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
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Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah diubah dalam Keputusan
Komisi Pemillhan Umum Nomor 476 /PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia
Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SURUHWADANG
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah Kabupaten Bli’carL untuk 'ﬁéiﬁi’fi’h;n Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai
dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURUHWADANG,

ttd

DODIK ADITYA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

LITAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 769/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SURUHWADANG
KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SURUHWADANG DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TEMEN L | DSN. JODANGSAN RT 02 RW 07
2. | SUGIYAT L | DSN. JODANGSAN RT 02 RW 07

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

BEJO RIANTO

L | DSN. KRAJAN RT 01 RW 01

EDI WINARNO

L | DSN. KRAJAN RT 01 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

HARIYANTO

L | DSN. KRAJAN RT 01 RW 02

SUGITO

L | DSN. KRAJAN RT 01 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HARSOYO L | DSN. KRAJAN RT 02 RW 02
SURYANI L | DSN. KRAJAN RT 02 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SURANTO L | DSN. KRAJAN RT 04 RW 02
2. | SUGIANTORO L | DSN. KRAJAN RT 04 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

SUGIANTO

L | DSN. KRAJAN RT 02 RW 03

CAHYO HADI SAPUTRA L | DSN. KRAJAN RT 02 RW 03




G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WIJIANTO L | DSN. WIDODAREN RT 04 RW 06
2. | JUMALI L | DSN. WIDODAREN RT 01 RW 06
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TIMBUL WIDODO L | DSN. KRAJAN RT 03 RW 02
2. | TRIMAN L | DSN. KRAJAN RT 04 RW 04
[. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
'No.| NAMA L/P ~ ALAMAT ]
1. | SAMINTO L | DSN. WIDODAREN RT 02 RW 06
2. | SUNANTO L | DSN. WIDODAREN RT 03 RW 06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURUHWADANG,

Ttd
DODIK ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




